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Tentang 

Ketidakpastian Hukum Batas 
Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden 

 

Pemohon : H. Marion 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menurut Pemohon 
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 
1945 apabila tetap mempertahankan ketentuan batas usia minimal 40 
tahun. 

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Tanggal Putusan : Selasa, 16 Januari 2024. 
Ikhtisar Putusan :  
 
        Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon memohonkan 
pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertanggal 16 Oktober 2023. 
        Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah 
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 
huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
90/PUU-XXI/2023, bertanggal 16 Oktober 2023, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D 
ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 
       Terkait Kedudukan hukum Pemohon, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan 
oleh Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena norma baru tersebut menurut Pemohon 
memunculkan ketidakpastian hukum yaitu adanya batasan usia 40 (empat puluh) tahun dan 
30 (tiga puluh) tahun. Untuk itu Pemohon meminta agar makna yang sudah diberikan oleh 
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap 
dinyatakan sah, dan meminta agar batas usia 40 (empat puluh) tahun yang diatur dalam 
Pasal 169 huruf q UU 7/2017 versi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan 
UUD 1945. 
         Mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon telah 
membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. 
Namun, Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan kaitan antara profesi Pemohon 
sebagai advokat, serta statusnya sebagai pembayar pajak, dengan norma yang dimohonkan 
pengujian serta dengan potensi kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya 
norma yang dimohonkan pengujian tersebut. 
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        Mahkamah tidak menemukan uraian bahwa Pemohon adalah pemilih atau warga 
negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum 2024. Pemohon juga 
tidak menjelaskan keinginannya untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden. 
        Berkaitan dengan hal demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti bahwa 
Pemohon mengalami kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional yang dimiliki 
dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga menurut Mahkamah tidak 
terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma yang diujikan dengan 
kerugian hak konstitusional Pemohon. Padahal norma yang dimohonkan pengujian oleh 
Pemohon adalah norma mengenai syarat usia minimal calon presiden atau calon wakil 
presiden, yang merupakan salah satu norma inti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 
        Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak 
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. Dengan demikian, 
Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak 
dapat diterima. 


